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NOMOR 14 'I‘AHUN 2016

TENTAN G

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU - S

NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN

KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS I-IULU :_::__f;;___j._:_;: o

Ll Memmbang & -bahwa dengan berlakunya Undang—Undang '_ I
Lo o Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan o

. :"Peraturan Pemerintah Nomor - 43 Tahun-
2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan .
= :_.Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014° -

- tentang Desa, maka setlap Peraturan'- S
" Daerah yang mengatur tentang Desa ha_rus-_-f. R
mengacu pada - Undang-Undang: Nomor 6

. Tahun 2014 tentang'Désa dan Peraturan = = .
_ ' Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
R Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang . o
© Nomor 6 -Tahun. 2014 tentang  Desa - |
R 'Sebagaunana “telah - “diubah . dengan SRR
A '_ Peraturan Pemerlntah Nomor ‘47 Tahun '
: ;';-2015 teritang Perubahan Atas Peraturan'-- R

T _-::_Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tenta.ng

' Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang_ e

o '.Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,



‘b.-bahwa  Peraturan Daerah - =._Kab1;paten
" Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007 tentang
- Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten_- A
. Kapuas ‘Hulu . sudah tldak sesua1 lagl- P
"'.:"'sehmgga perlu dicabut; SR
. bahwa berdasarkan ' "'pertlmb'angan i
e sebagalmana ‘dimaksud - dalam - huruf a
- dan huruf. b, . perlu . membentuk .
i - Peraturan Daerah tentang ‘Pencabutan .
S Peraturan - Daerah " Kabupaten -~ *
. Kapuas - Hulu - Nomor 12 ‘Tahun, 2007
' tentang Pengaturan Kewenangan Desa di
: 'Kabupaten Kapuas Hulu; =

: __:;Pasal 18 ayat (6) Unda.ng Undang Dasar'

. “Negara Repubhk Indonesm Tahun 1945 .

f_'Undang-Undang Nomor - 27 Tahun 1959-_7-- -
- tentang Penetapan Undang—Undang Darurat_ o

‘' Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

* Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953

.. Nomor. 9)-° sebagal Undang-Undang'

. . (Lembaran - Negara Repubhk ‘Indonesia .-
~“Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

L 'Lembaran Negara ' Repubhk Indones1a

. Nomor 1820); e

Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014

- . tentang Desa (Lembaran Negara Republlk o

__ “Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan - -

L if_._;Lembaran Negara Repub_l_lk __Indone_sm---‘“

-~ 'Nomor 5495); . | Sl
_Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014_ '
~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
L .. Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014

..~ Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
- Republik  Indonesia:  Nomor ~ 5587}

' sebagaimana telah diubah beberapa kali

7 terakhir dengan. Undang—Undang Nomor 9

_ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas -

_'Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

* Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2015 -

. Nomor 58, ‘Tambahan Lembaran Negara o

S "Repubhk Indone81a Nomor 5679),
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| Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014  tentang  Peraturan.  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republi_k
 Indonesia Tahun 2014 Nomeor = 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik -

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
- Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
~ Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
' 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
.~ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
‘tentang Desa  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2015
' Nomor 5717); ' o
. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
~ Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
-1 Tahun = 2015 tentang Pedoman.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

‘dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengari Persetujua_h Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU -
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN
KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN KAPUAS

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007

" tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu
- (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2007 Nomor 12),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2

i =_-"'Peraturan Daerah 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal d1undangkan

_j ._:Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan

. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran -

L T ."ﬁ-:“______Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. -

 SEKRETARIS DAERAH ¥

Dltetapkan d1 Putussﬂ)au '

pada tangga,'t 29 November 2016 -

BUPATI KAPUAS HULU

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 November 2016

ABUPATERKAPUAS HULU, =

L -----:"LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 20 16
S {'_._"-__NOMOR 14

-_.;_-- '_";-_-”j'?:"j--;NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
?;--_'_-f__._PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (14)/(2016) |



PENJELASAN
ATAS , T
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU -
NOMOR 14  TAHUN 2016
| TENTANG

-':' - 'PEN CABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN

... KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU

UMUM

K Uhdahg—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta

_ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .

" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor |

.47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa membawa

- perubahan cukup signifikan terhadap kewenangan yang dimiliki

_desa. Salah satu asas yang menjadi landasan pemikiran dalam'
Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah’

_'sub31d1antas Asas sub31dlantas yaitu penetapan kewenangan

berskala lokal dan pengambxlan keputusan secara lokal untuk
kepentmgan masyarakat Desa.

. Dengan terbltnya Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
" Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan  Atas

Peraturan Pemerintah Nomar 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- B _Pélaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
*. dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
“dan Transnugras1 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala 'Desa . ‘maka setiap produk hukum daerah yang
l:mengatur kewenangan desa harus berpedoman pada peraturan
 perundang-undangan tersebut. '

_ - Pasal 18- ayat {1) Peraturan Menteri Desa; Pembangunan
'Daerah 'I‘ertmggal dan Transmigrasi Nomor .1 Tahun 2015

| tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan



Kewenangan ~Lokal  Berskala = Desa menyebutkan bahwa
_pengaturan. tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal
'usul dan kewenangan lokal berskala desa dlatur dengan_‘
: Peraturan Bupa’u

o _ Berdasarkan pertlmbangan d1 atas maka Peraturan Daerah
o "?K,abupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007 tentang_
S Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu perlu'
| d1cabut dan dmyatakan tldak berlaku .

"L PASALT DEMI PASAL :

© Pasall
. Cukup jelas :

Pasal 2
, C_ukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 30



